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Motio:

• Bahwa sesungguhnya dibalik kesusahan itu ada kemudahan, apabila kamu 
telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.

( QS. Al insyirah: 6-8)

• Siapa yang pergi menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga 
kembali.

(HR Tirmidzi)

Dengan memanjatkan puji dan syukur pada 
Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk :

• Ayahanda Samhir dan Ibunda Cik Ayu 
Tercinta

• Kakanda dan adinda terkasih : Zulkipli, Tri 
Yanuari, Sindy Adela Putri

• Agama, Bangsa dan Almamaterku
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"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANG TIMAH ILEGAL DI 
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kelak.

skripsimengerjakandan kemudahan dalam yang

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan 
skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima 
kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi 
mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, 
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ABSTRAK

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah 

sejak zaman penjajahan Belanda. Pertambangan timah adalah komoditi utama 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seiring dengan perjalanan waktu, tambang 

timah dapat dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun di seluruh pelosok negeri. 

Banyak kebun lada di Propinsi Bangka Belitung berubah menjadi lahan tambang. 

Tambang timah ilegal walaupun memberi lapangan pekerjaan kepada warga 

lokal, namun Selain itu, maraknya penambang ilegal (liar) telah menyebabkan 

produksi timah nasional melimpah, sehingga akhirnya menurunkan harga jual. 

maraknya penambangan-penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka 

belitung yang pada awalnya merupakan usaha pekerjaan sambilan bagi 

masyarakat dan dalam aktivitas penambangannya pun cenderung dilakukan 

dengan peralatan tambang seadanya, kini telah menggunakan peralatan mesin 

yang memadai. Bahkan sebagian besar sudah mengarah kepada peralatan 

penambangan yang lengkap dan mahal seperti alat berat dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu penambangan yang dikelola oleh rakyat tidak dihapuskan. 

Namun, dapat terjadi penyitaan dalam pertambangan rakyat menggunakan alat 

berat bagi tambang berskala kecil, apalagi tambang dan alat berat tersebut tidak 

memiliki izin. Selain itu, dapat dikenakan sanksi pidana.

xii
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tmBABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki 

tujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial berdasarkan pancasila sebagaimana diatur dalam pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan 

sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, 

sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara 

nasional. i

Hukum memiliki fungsi sebagai alat ketertiban, ketentraman dan keteraturan

masyarakat yang menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan 

sarana penegak pembangunan. Dengan demikian, dengan adanya hukum diharapkan 

tercipta keselarasan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat, maupun 

hubungan manusia dengan mahluk lain, serta manusia dan lingkungan.

1 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, PT. RajaGragindo Persada, Jakarta, 1997, hlra 1.
2 Soejono Diijosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983,

hlm154.
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Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan 

kepada manusia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan 

manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan 

dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang .

Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan 

sumber kemakmuran rakyat, cendrung menurun kondisinya, oleh karena itu 

keberdaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara 

lestari, dan diurus dengan ahlak mulia, adil, arif, bijaksana, profesional, serta 

bertanggung) awab.4

Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang teijadi

baik pada lingkup nasional maupun lingkup global sebagian besar bersumber dari

perilaku manusia. Kasus kasus kerusakan dan pencemaran di laut, hutan , atmosfir, 

air, tanah dan sebagainya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung 

jawab, tidak peduli dan mementingkan diri sendiri. Sehingga untuk mengatasi 

kerusakan dan pencemaran ini hanya dapat dilakukan dengan perubahan 

pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal.5

cara

Lihat dalam Konsideran Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 jo 
Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

' Ibid,
5 http://vAvw.ampl.or.id/diailib/read/etika-lingkungan-hiduD/50Q7 diakses tanggal 2 maret2013

http://vAvw.ampl.or.id/diailib/read/etika-lingkungan-hiduD/50Q7
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Kadangkala demi ekonomi, lingkungan yang merupakan warisan untuk 

generasi selanjutnya terabaikan, contoh konknt maraknya penambangan- 

penambangan ilegal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada awalnya 

merupakan usaha pekerjaan sambilan bagi masyarakat dan dalam aktivitas 

penambangan pun cendrung dilakukan dengan peralatan tambang seadanya, kim telah 

menggunakan peralatan mesin yang memadai. Bahkan sebagian besar sudah 

mengarah kepada peralatan penambangan yang lengkap dan mahal seperti alat berat 

dan lain sebagainya.

Sebelum reformasi penambangan timah hanya dapat dilakukan perusahaan

besar, yaitu PT Timah. Tbk yang memiliki kuasa penambangan (KP) hampir dua

pertiga kepulauan bangka belitung dan PT Kobatin (join venture Malaysia dan 

Indonesia) memiliki KP seluas 42 ribu hektar di Bangka (sekarang Kabupaten 

Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan)6 perlahan kondisi lingkungan

propinsi pemasok 40 persen pemasok timah dunia ini mengalami kehancuran. Bukan 

hanya kehilangan timah, yang merupakan sumberdaya alam khas yang tidak bisa 

ditemukan dipulau lain, tetapi juga akan menuai bencana lingkungan akibat rusaknya 

ekosistem penyangga.

Tambang timah ilegal telah membuat negri Serumpun Sebalai ini begitu 

terpuruk. Betapa tidak 15 (lima belas) sungai besar serta hutan mangrove di sepanjang

6 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol 19116/buruknva-atiiran-tamhanp-Hi-hanoWa- 
belitung. diakses tanggal 2 maret 2013

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol_19116/bur
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pantai banyak yang rusak, misalnya di Kayu Arang, Kelapa, Bangka Barat. Lahan 

mangrove ini biasanya dibabat untuk penggalian tambang ilegal. Akibatnya dermaga 

Kayu Arang mulai rusak akibat abrasi. Hal ini juga teijadi di muara sungai Kurau, 

Koba, Bangka Tengah, dan daerah aliran sungai (DAS) Perimping, Riau Silip, 

Bangka.7 Selain itu, hal ini akan menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitatnya 

dan diambang kepunahan.

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah sejak 

jaman penjajahan Belanda. Pertambangan timah adalah pendapatan utama propinsi 

kepulauan Bangka Belitung. Banyak kebun lada di propinsi Bangka Belitung berubah 

menjadi lahan tambang. Kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ini harus 

segera dihentikan, sebab kalau tidak kerusakan yang timbul akan semangkin parah

dan menanggulanginya akan semangkin sulit.

Tambang timah ilegal menjadi marak setelah undang-undang otonomi daerah

disahkan dan keputusan men perindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 

1999 timah dikategorikan sebagai barang bebas. Pemerintah daerah Bangka 

kemudian menertibkan perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, 

Perda No. 20/2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan 

Barang Strategis. Perda No 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral

http. //uripsantoso. wor dpr ess. com/2008/04/03/masai ah-l i n zkunzan-dan-solusinva-di- 
propinsi-benzkuln-bangka-belitunz-dan-lampung. diakses tanggal 2 maret 2013
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Ikutan Lainnya. Semua peraturan ini untuk melegitimasi pembukaan tambang 

inkonvensional dengan tujuan mengontrol pendapatan daerah yang mandiri.

Meskipun tambang timah ilegal memberikan lapangan pekeijaan kepada 

warga lokal, akan tetapi hal ini mengakibatkan terjadinya illegal economy. Salah satu 

bentuk illegal economy adalah penyelundupan timah hasil produksi Bangka ke

negara-negara tetangga.

Sementara itu pendapatan daerah tidak ada. Masyarakat lokal tidak dapat 

menikmati keuntungan dari penjualan timah. Terbukti masih banyak daerah-daerah di 

propinsi kepulauan Bangka Belitung belum bisa menikmati fasilitas listrik. 

Akibatnya, banyak teijadi konflik pertambangan dan negara tidak memperoleh

royalti.

Kerugian lain yang diderita pemerintah meliputi dana reklamasi dan pungutan

lain yang diatur dalam perda yang tidak dibayar oleh penambang ilegal. Selain itu 

maraknya penambangan ilegal telah menyebabkan produksi timah nasional 

melimpah, sehingga menurunkan harga jual, akibat lain yang ditimbulkan dari 

penambangan ilegal adalah terjadinya kerusakan ekosistem di Bangka Belitung.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal 

yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya dukung lingkungan dan menunjang pembangunan berkelanjutan,

8 Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan, sinar grafika, Jakarta, 2011, hal. 181
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hal tersebut merupakan arah pembangunan ekonomi lokal propinsi kepulauan Bangka 

Belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah propinsi kepulauan 

Bangka Belitung mengeluarkan perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Umum.

Perda No. 3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum 

ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2004. Tujuan dikeluarkannya perda ini adalah :9

1. Sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu dibuat suatu pedoman 

pengelolaan usaha pertambangan umum pada lintas kabupaten/kota dan pada 

wilayah laut dari 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil garis pantai.

2. Dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum dan 

terjaminnya kelestarian sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, 

serta terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional dengan sistem 

pengelolaan pertambangan umum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberadaan perda ini bukan berarti melarang usaha penambangan umum, 

namun ada pengaturan agar tertib dan diharapkan masyarakat bisa menjalankan 

usahanya lebih baik dan mendapat keuntungan, serta kondisi lingkungan tidak rusak. 

Disamping itu faktor keselamatan kerja juga harus diperhatikan agar para pekerja 

terjamin keselamatannya.

9 Lihat Konsideran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung no. 3 tahun 2004 
tenttang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
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Jadi, penambangan yang dikelola oleh rakyat tidak dihapuskan. Namun, dapat 

terjadi penyitaan dalam pertambangan rakyat menggunakan alat berat bagi tambang 

berskala kecil, apalagi tambang dan alat berat tersebut tidak memiliki izin. Selain itu, 

dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih 

jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat diatas dalam suatu

skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

PENAMBANG TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG”

B. Perumusan Masalah

Menyangkut fenomena yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang

akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan ?

2. Apakah yang menjadi kendala hukum dalam penerapan sanksi pidana 

terhadap penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ditekankan pada penerapan sanksi pidana 

dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Perda No. 3 tahun 2004 tentang

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dan kendalanya di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.
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D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana UU 

No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala hukum dalam penerapan sanksi 

pidana terhadap penambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dibuatnya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

sumbangan dari dalam dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan kita 

terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan 

dibidang hukum pertambangan.

2. Manfaat praktis

Dibuatnya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman 

bagi pihak-pihak yang terkait dibidang hukum dalam penegakan hukum 

mengenai masalah penambangan ilegal.

terutama
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F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan 

menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mempelajari dan menelaah 

teori-teori dan peraturan tentang pertambangan. Sedangkan tipe pendekatan yuridis 

yaitu dilakukan untuk mengetahui praktek penerapan hukum terhadap penambangan 

ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Jenis dan Sumber Bahan

1) Jenis Bahan

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan data sekunder dengan didukung data primer. Data sekunder

adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri 

dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan 

perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan.10 Sedangkan data primer adalah fakta-fakta 

dikumpulkan secara langsung dari lapangan.

yang

2). Sumber Bahan

Soeijono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif,\ CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985, hlm
14.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

meliputi11:

1.

-*■

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yanga.

digunakan untuk penelitian, ini meliputi:

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
■-

J

• Undang-Undang No.4 Tahun 2009.

• Perda No. 3 tahun 2004 dan perundang-undangan lain yang

terkait.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah

dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal-juml

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

petunjuk bahan hukum primer dan skunder dalam penelitian ini 

menggunakan: Kamus Besar Bahasa Indonesia12 dan bahan hukum

terdiri ini terdiri dari: buku-buku, literatur, dan internet.

11 ibid.,hlm.l4-15
Saijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 

2007, hlm. 32
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3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polres Bangka dan Pengadilan Negri Kelas 

1B Sungailiat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis 

mempergunakan cara dengan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode 

kepustakaan (Library Methode) yaitu metode penelitian dengan menggunakan buku- 

buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan yang ada hubungan dengan 

permasalahan dalam skripsi. Sedangkan metode lapangan (Field Methode) yaitu data 

yang diperoleh melalui Pengadilan Negri Kelas IB Sungailiat yang memiliki 

wewnang dalam mengadili kasus penambangan illegal di Bangka Belitung.

5. Analisis Bahan

Analisis bahan dilakukan dengan menganalisisnya dan kemudian menarik 

kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Bahan yang ada dikumpulkan dengan 

studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menguraikan dan menggambarkan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban preskripsi permasalahan yang 

akan diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah 

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
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